AR PEMERINTAH KOTA ADMIN[STRASI JAKARTA BARAT
SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR

SURAT IZIN OPERASIONAL
| PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
é Nomor : 112 -5/1.851.332 |

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Provmsl DKI
Jakarta Nomor : 61072008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Perizinan Pendirian dan
Penutupan Penyelenggaraan TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB Swasta, maka dengan :
ini Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Barat memberi izin
operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

YAYASAN NUR HAMIDIYAH

‘ : %

Nama Sekolah : TK.DARUL ILMI

Alamat :  JIn. Masjid Nurul Iman I Tanah Koja Rt 010 / 02
Kel : Duri Kosambi
Kec. Cengkareng
Kota Administrasi Jakarta Barat

Ketua Yayasan . Hidayat . SE

Kepala Sekolah :  Nihlah S.Ag .

Dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Melaksanakan Keputusan dan peraturan yang ditetapkan oleh Pemenntah
s X Pusat dan atau Pemerintah Daerah ( ,
G b. Aktif dalam kegiatan yang di selenggarakan oleh IGTK, GOP dan. Dinas |
Pendidikan, baik tmgkat Kecamatan, “Kota maupun Provinsi
c. Surat izin operasional ini berlaku sejak tanggal 22 Januari 2013 sampm
dengan tanggal 22 Januari 2018

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin operasional ini akan ‘ N

4 / dilakukan pcrbaxkan sebagaimana mestinya. '

Dikeluarkan di Jakarta
Pade tanggal 22 Januari 2013

LT F
KEPALA SUKU ns PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMIN

| D;\ 4(,,;,%




JAYALRAYA

i DINAS PENDIDIKAN
PRUOVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 26 Juli 2016

repada
Yth. 1. Para Pimpinan  Yayasan
Penyelenggara Pendidikan

2. Para  Pimpinan  Lembaga
Pendidikan Negeri dan Swasta
di
Jakarta
SURAT EDARAN

NOMOR 71 /SZ/2016
TENTANG

PENERBITAN IZIN PRINSIP DAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN

Meryjuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nemor 356 Tahun
2014. Paraturan Gubemur Nomor 105 Tahun 2012 dan Peraturan Guberur Nomor 7
Tahun 2016, dergan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai barikus -

1. lzin Prinsip lembaga pendidikan yang tefah dikefuarkan oleh Dinas Pendidikan dan
aial Badan Pelayanan Terpadu Satu Piniu (BPTSP). segera ditindaklanjuti dengan
pengurusan lzin Cparasional ke B_F’TSP}gelambat-{ambamya 2 tahun s&jak diterbitkan.

Izin Operasional lemaaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan
dan atou Badan Palayanan Terpadu Sstii Pirtu tefap berlaku sepanjang lembaga
pendidikan dimassud masil beraperasi dan tidak mengalami perubahan nama, alamat,

dan status lemkaga, sehingga lembaga 'pén-didikéﬁ:‘dima%ud tidak pedu mengurus
perpanjangan izin operasional ;

N

3. lzin operasional serbagaimaﬁa'vdimaksuﬁ_ ‘pa;ie;.j’aﬁgi\(‘a"fz’¢_da_pat dicabgt sewaktu-‘.ir‘ak‘.u
manakaia lembaga penddikan tidak memsnuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan -perund~a-n.gUMangan.

4. Seluruh lembaga pendidikan diminta  segerd ‘m@'lap'orkar: kondist s.e!<o|ah dengan
menggunakan format terlampir, sebagai bahan masukan» pada peninjauan kembali
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan
Peraturan Zonasi, format isian dimaksud dikivimkan ke Dinas Pendidikan up. Bidang
Persekolahan dan Bidang PAUDNI palirg lamiat tanggal 13 Agustus 2016.

5 Khusus penmohoenan 1zin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini {(PAUD) atau
Satuan Paud Sejenis yang berada di zona perumahan yarg bersifat non profitinon
komersil serta bukan diselenggarakan oleh lembaga berbadan hukum, pemohon harus

melampirkan ;
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